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Abstrak

Kualitas pelayanan publik merupakan indikator utama keberhasilan
penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Dalam
pembangunan nasional, profesi insinyur memegang peran strategis karena
keterlibatannya dalam perencanaan, pembangunan, pengoperasian, dan
pengawasan layanan publik berbasis infrastruktur dan teknologi. Namun,
berbagai persoalan layanan publik seperti rendahnya kualitas infrastruktur,
lemahnya akuntabilitas teknis, inefisiensi anggaran, serta kasus kegagalan
teknis menunjukkan bahwa aspek etika profesi belum sepenuhnya
terinternalisasi dalam praktik keinsinyuran di sektor publik. Artikel ini
bertujuan untuk menganalisis peran etika profesi insinyur sebagai pilar
good governance dalam pelayanan publik dengan menekankan
implementasi Kode Etik Persatuan Insinyur Indonesia (PII) dan nilai
integritas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi
kepustakaan dengan analisis normatif-analitis terhadap literatur, regulasi,
dan dokumen profesi. Hasil kajian menunjukkan bahwa etika profesi
insinyur yang berlandaskan integritas, tanggung jawab publik, dan
profesionalisme berkontribusi signifikan terhadap penguatan prinsip
akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan keadilan pelayanan publik. Oleh
karena itu, penguatan etika profesi insinyur perlu diposisikan sebagai
bagian integral dari reformasi birokrasi dan tata kelola pelayanan publik di
Indonesia.
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Abstract

The quality of public services is a key indicator of the success of good governance. In
national development, the engineering profession plays a strategic role due to its
involvement in the planning, construction, operation, and supervision of
infrastructure and technology-based public services. However, various public
service issues such as low infrastructure quality, weak technical accountability,
budget inefficiency, and cases of technical failure indicate that aspects of
professional ethics have not been fully internalized in engineering practices in the
public sector. This article aims to analyze the role of engineering professional ethics
as a pillar of good governance in public services by emphasizing the implementation
of the Indonesian Engineers Association (PII) Code of Ethics and the value of
integrity. This research uses a qualitative approach through literature study with
normative-analytical analysis of literature, requlations, and professional documents.
The results of the study indicate that engineering professional ethics based on
integrity, public responsibility, and professionalism contribute significantly to
strengthening the principles of accountability, transparency, effectiveness, and
fairness in public services. Therefore, strengthening engineering professional ethics
needs to be positioned as an integral part of bureaucratic reform and public service
governance in Indonesia.
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PENDAHULUAN

Pelayanan publik merupakan manifestasi nyata kehadiran negara dalam memenuhi hak-hak dasar
masyarakat (Engkus et al., 2021, Farhanuddin et al., 2021). Kualitas pelayanan publik yang baik
mencerminkan tingkat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta keberhasilan penerapan prinsip good
governance (Dharmika & Subanda, 2023; Salam, 2023). Pelayanan publik yang berkualitas pada hakikatnya
menunjukkan sejauh mana negara mampu menjalankan fungsi dasarnya sebagai pelindung dan pelayan
masyarakat (Hardiyansyah, 2018). Kehadiran negara tidak hanya diukur dari keberadaan regulasi atau
institusi formal, tetapi dari kemampuan pemerintah menyediakan layanan yang adil, mudah diakses,
responsif, dan berkelanjutan (Soares, 2025). Namun demikian, realitas pelayanan publik di Indonesia masih
dihadapkan pada berbagai persoalan struktural dan kultural, seperti rendahnya kualitas infrastruktur,
keterlambatan proyek, ketidaktepatan spesifikasi teknis, pemborosan anggaran, hingga praktik-praktik yang
menyimpang dari kepentingan publik (Sari, 2024; Ulum, 2018). Akibatnya, pelayanan yang seharusnya
berorientasi pada kepentingan masyarakat justru kehilangan efektivitas dan akuntabilitas (Dwiyanto, 2021;
Mendrofa et al., 2025). Kondisi ini menegaskan pentingnya pembenahan menyeluruh, termasuk penguatan
etika dan integritas aparatur teknis.

Permasalahan tersebut tidak hanya bersumber dari aspek kebijakan dan kelembagaan, tetapi juga
dari lemahnya etika profesi para pelaksana teknis, termasuk insinyur. Insinyur memiliki peran strategis
dalam pelayanan publik, terutama pada sektor-sektor vital seperti transportasi, energi, air bersih,
perumahan, telekomunikasi, dan infrastruktur dasar lainnya (Agustin & Hariyani, 2023; Berglund et al.,
2020; Emison, 2006).

Keputusan teknis yang diambil oleh insinyur tidak hanya berdampak pada efisiensi dan kualitas
layanan, tetapi juga menyangkut keselamatan publik, keberlanjutan lingkungan, serta keadilan sosial
(Handika, 2024; Isdyanto et al., 2025; Wibisono & Musyafa, 2024). Dalam pelayanan publik, setiap pilihan
desain, material, teknologi, maupun metode pelaksanaan secara langsung berkaitan dengan tingkat
keselamatan pengguna dan masyarakat luas (Bazarah et al.,, 2021; Rohayatin, 2024). Kesalahan atau
kompromi teknis yang dilakukan demi efisiensi biaya atau percepatan waktu dapat meningkatkan risiko
kecelakaan, kegagalan konstruksi, dan kerugian sosial yang besar (Tumilantouw & Brilia, 2024). Oleh karena
itu, keputusan teknis insinyur harus selalu mempertimbangkan standar keselamatan dan prinsip kehati-
hatian sebagai prioritas utama. Oleh karena itu, insinyur memegang tanggung jawab moral untuk
memastikan bahwa solusi teknis yang dihasilkan tidak hanya efisien, tetapi juga adil, inklusif, dan berpihak
pada kepentingan masyarakat luas (Hersh, 2016).

Profesionalisme insinyur pada hakikatnya tidak hanya diukur dari tingkat penguasaan ilmu
pengetahuan dan keterampilan teknis, tetapi juga dari kemampuan menjaga standar etika dalam setiap
praktik keprofesian (Arsana, 2018; Bunga & Sukwadi, 2024). Dimensi etika yang kuat memastikan bahwa
keahlian teknis digunakan secara bertanggung jawab dan tidak menyimpang dari kepentingan masyarakat
luas. Dalam pelayanan publik, profesionalisme tanpa etika berpotensi melahirkan keputusan teknis yang

efisien secara administratif, tetapi merugikan keselamatan, lingkungan, dan keadilan sosial (Musri & Mulia,
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2022). Oleh karena itu, orientasi pada kepentingan masyarakat menjadi pembeda utama antara
profesionalisme yang semu dan profesionalisme yang sejati. Insinyur yang profesional dan beretika akan
menempatkan keselamatan, kualitas, dan keberlanjutan layanan sebagai prioritas utama dalam setiap
keputusan yang diambil (Dustyn & Chandra, 2025; Wibowo, 2023).

Persatuan Insinyur Indonesia (PII) sebagai organisasi profesi telah menetapkan Kode Etik Insinyur
Indonesia yang menekankan prinsip tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, profesi,
dan negara (Cornelius, 2023; Handika, 2024). Kode etik tersebut mengamanatkan bahwa setiap insinyur
harus menjunjung tinggi integritas, kejujuran, objektivitas, dan tanggung jawab profesional dalam
menjalankan tugasnya. Namun, dalam praktik pelayanan publik, implementasi kode etik ini masih
menghadapi berbagai tantangan, terutama ketika insinyur berada dalam sistem birokrasi yang sarat
kepentingan politik, tekanan administratif, dan budaya kerja yang belum sepenuhnya menjunjung nilai
etika (Hartanti et al., 2025; Yunus et al., 2021). Oleh karena itu, implementasi kode etik PII membutuhkan
dukungan sistemik melalui penguatan regulasi, kepemimpinan berintegritas, serta mekanisme pengawasan
yang konsisten agar nilai etika benar-benar terinternalisasi dalam pelayanan publik.

Nilai integritas dalam profesi insinyur berfungsi sebagai jembatan antara kemampuan teknis dan
tanggung jawab sosial. Integritas menuntut insinyur untuk menggunakan kompetensi keilmuannya secara
konsisten dan bertanggung jawab, tanpa dipengaruhi kepentingan pribadi maupun tekanan eksternal
(Arsana, 2018). Dalam situasi pada pelayanan publik, integritas memastikan bahwa setiap keputusan teknis
diambil berdasarkan standar profesional, data objektif, dan orientasi pada keselamatan serta manfaat jangka
panjang bagi masyarakat (Isdyanto et al,, 2025). Tanpa integritas, keunggulan teknis kehilangan makna
karena berpotensi disalahgunakan. Oleh sebab itu, integritas menjadi fondasi etis yang menjaga
kepercayaan publik sekaligus menjamin keberlanjutan dan kualitas pelayanan publik

Dalam perspektif good governance, integritas insinyur berkontribusi langsung pada terwujudnya
prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan supremasi hukum (Hardian, 2023). Integritas mendorong
akuntabilitas karena setiap keputusan teknis dapat dipertanggungjawabkan secara profesional dan hukum
(Kholiq & Wahyunik, 2025). Transparansi tercipta ketika insinyur bekerja secara terbuka, berbasis data, dan
bebas dari konflik kepentingan (Hartanti et al., 2025). Efektivitas pelayanan publik juga meningkat karena
kebijakan dan proyek dilaksanakan sesuai tujuan dan kebutuhan masyarakat. Tanpa integritas, kompetensi
teknis justru dapat dimanipulasi untuk kepentingan tertentu sehingga melemahkan supremasi hukum dan
merugikan kepentingan publik (Modise & Modise, 2023).

Berdasarkan latar belakang tersebut, kajian mengenai etika profesi insinyur sebagai pilar good
governance dalam pelayanan publik menjadi penting dan relevan. Artikel ini berupaya mengkaji secara
konseptual dan normatif bagaimana etika profesi insinyur, khususnya yang berlandaskan Kode Etik PII dan

nilai integritas, dapat memperkuat tata kelola pelayanan publik di Indonesia.
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METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library
research). Data diperoleh dari berbagai sumber literatur, seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-
undangan, dokumen resmi PII, serta referensi terkait etika profesi, good governance, dan pelayanan publik.
Analisis data dilakukan secara normatif-analitis dengan menelaah keterkaitan antara konsep etika profesi

insinyur, nilai integritas, dan prinsip good governance dalam konteks pelayanan publik di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Etika Profesi Insinyur

Konsep etika profesi insinyur menempatkan keahlian teknis tidak semata sebagai kemampuan
instrumental, tetapi sebagai amanah sosial yang memiliki konsekuensi moral luas (Durahman et al., 2023).
Insinyur beroperasi pada ruang yang bersentuhan langsung dengan keselamatan publik, penggunaan
anggaran negara, serta keberlanjutan lingkungan, sehingga setiap keputusan teknis mengandung dimensi
etis yang tidak dapat diabaikan (Arsana, 2018). Oleh karena itu, etika profesi berfungsi sebagai kerangka
normatif yang mengarahkan insinyur untuk bertindak melampaui kepentingan pragmatis dan administratif
(Lesmana, 2025). Kode Etik Insinyur Indonesia (PII) menegaskan bahwa profesionalisme harus diwujudkan
melalui sikap independen, objektif, dan bertanggung jawab (Isdyanto et al., 2025). Hal ini penting untuk
mencegah penyalahgunaan keahlian teknis yang dapat merugikan masyarakat. Dengan demikian, etika
profesi insinyur sejalan dengan prinsip good governance karena menekankan kepentingan publik,
akuntabilitas, dan transparansi (Chance et al., 2021; Rahmawati & Nowanda, 2025). Tanpa etika profesi yang
kuat, keunggulan teknis justru berpotensi menjadi alat legitimasi bagi praktik tidak etis (Mahdi, 2025;
Yuwono, 2011). Oleh sebab itu, etika profesi insinyur harus dipahami sebagai fondasi moral dalam

penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas (Hartanti et al., 2025).

Nilai Integritas dalam Profesi Insinyur

Integritas dalam profesi insinyur tidak hanya berfungsi sebagai nilai moral personal, tetapi juga
sebagai fondasi profesional yang menentukan kualitas dan legitimasi pelayanan publik (Arsana, 2018).
Integritas menuntut keselarasan yang utuh antara penguasaan keilmuan, sikap etis, dan perilaku nyata
dalam setiap tahapan pekerjaan teknis, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan (Suyono,
2022). Dalam praktik pelayanan publik, integritas menjadi faktor penentu apakah keputusan teknis benar-
benar didasarkan pada kajian objektif dan standar keselamatan, atau justru dipengaruhi oleh tekanan
politik, kepentingan ekonomi, dan relasi kekuasaan (Sawir, 2020). Insinyur yang menjunjung integritas akan
menempatkan keselamatan masyarakat dan keberlanjutan layanan sebagai prioritas utama, meskipun harus
menghadapi risiko profesional atau tekanan struktural (Agil et al., 2025).

Lebih lanjut, integritas berfungsi sebagai mekanisme pengendalian diri yang efektif dalam

mencegah konflik kepentingan, manipulasi data teknis, serta praktik penyimpangan lainnya (Hermansyah,
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2025; Mahdi, 2025). Dalam birokrasi publik yang kompleks dan hierarkis, insinyur kerap berada pada posisi
strategis yang rawan intervensi. Tanpa integritas, kompetensi teknis dapat disalahgunakan untuk
melegitimasi keputusan yang merugikan publik. Sebaliknya, integritas mendorong keberanian moral untuk
menyampaikan pendapat profesional secara objektif dan menolak instruksi yang bertentangan dengan etika
dan standar profesi (Soares, 2025).

Selain bersifat individual, integritas juga memerlukan dukungan sistem organisasi yang konsisten
(Achmad et al, 2024). Regulasi yang jelas, kepemimpinan yang memberi teladan, serta mekanisme
pengawasan yang transparan akan memperkuat integritas insinyur dalam menjalankan tugasnya. Budaya
organisasi yang menjunjung kejujuran dan akuntabilitas akan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif
bagi praktik profesional yang etis (Setyadi et al., 2025). Dengan demikian, integritas bukan hanya menjaga
martabat profesi insinyur, tetapi juga berkontribusi langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik

dan penguatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Sedarmayanti, 2012).

Good Governance dan Pelayanan Publik

Good governance sebagai paradigma tata kelola menuntut adanya sinergi antara kebijakan, institusi,
dan aktor pelaksana agar pelayanan publik dapat berjalan secara optimal (Ikhsan et al., 2025; Pohan et al.,
2024). Dalam konteks ini, insinyur tidak hanya berperan sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai
penentu kualitas implementasi kebijakan publik di sektor-sektor strategis (Masgode et al., 2024). Keputusan
teknis yang diambil insinyur, mulai dari perencanaan desain, pemilihan teknologi, hingga pengawasan
pelaksanaan, sangat memengaruhi tingkat transparansi, efektivitas, dan keadilan layanan yang diterima
masyarakat (Firoozi & Firoozi, 2024). Apabila keputusan tersebut diambil secara profesional dan berbasis
etika, maka prinsip good governance dapat diwujudkan secara konkret di lapangan.

Etika profesi insinyur berfungsi sebagai mekanisme pengendali agar kewenangan teknis tidak
disalahgunakan (Widana & Dewi, 2020). Dalam praktik pelayanan publik, insinyur sering berada pada
posisi yang rawan intervensi kepentingan politik dan ekonomi (Sanjaya, 2024). Tanpa landasan etika yang
kuat, kewenangan tersebut berpotensi digunakan untuk melegitimasi proyek yang tidak tepat guna, boros
anggaran, atau bahkan merugikan masyarakat. Sebaliknya, etika profesi mendorong insinyur untuk
bersikap independen, transparan, dan bertanggung jawab terhadap setiap keputusan teknis yang diambil.

Hubungan antara good governance dan etika profesi insinyur bersifat saling menguatkan karena
keduanya berorientasi pada kepentingan publik dan keberlanjutan layanan (Arsana, 2018). Good
governance menyediakan kerangka sistemik dan kelembagaan, sementara etika profesi memastikan
implementasi teknis berjalan sesuai nilai moral dan standar profesional (Choirulsyah & Azhar, 2024). Tanpa
etika profesi, good governance berisiko menjadi slogan normatif. Oleh karena itu, penguatan etika insinyur
merupakan prasyarat penting untuk memastikan tata kelola pelayanan publik yang efektif, adil, dan

berkelanjutan (Matshabaphala & Ringson, 2022).
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Permasalahan Etika dalam Pelayanan Publik

Permasalahan etika dalam pelayanan publik sering kali muncul akibat lemahnya internalisasi nilai
profesionalisme dan integritas dalam praktik keinsinyuran (Mozin, 2025). Fenomena proyek mangkrak,
mutu infrastruktur yang rendah, serta inefisiensi anggaran mencerminkan adanya penyimpangan etika
pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan teknis (Gbahabo & Samuel, 2017). Dalam banyak kasus,
insinyur terjebak pada tekanan struktural, seperti intervensi politik dan budaya kerja yang permisif
terhadap pelanggaran etika (Hartanti et al, 2025). Kondisi ini menyebabkan kode etik profesi tidak
berfungsi secara optimal sebagai pedoman perilaku. Ketika etika profesi diabaikan, maka pelayanan publik
berpotensi mengalami kegagalan sistemik yang merugikan masyarakat luas (Nuradhawati & Rahmandika,
2025). Selain berdampak pada kerugian material, lemahnya etika juga menurunkan kepercayaan publik
terhadap pemerintah dan profesi insinyur itu sendiri. Oleh karena itu, permasalahan etika dalam pelayanan
publik tidak dapat dipandang sebagai persoalan individu semata, melainkan sebagai masalah sistemik yang

memerlukan pembenahan kelembagaan dan budaya organisasi (Sawir, 2020).

Implikasi Etika Profesi Insinyur terhadap Peningkatan Layanan Publik

Penguatan etika profesi insinyur juga berdampak langsung pada perbaikan proses perencanaan,
pelaksanaan, dan evaluasi pelayanan publik (Handika, 2024). Insinyur yang menjadikan etika sebagai
landasan kerja akan lebih cermat dalam menyusun perencanaan teknis berbasis kebutuhan riil masyarakat,
bukan sekadar memenuhi kepentingan administratif atau politis (Yunus et al., 2021). Dalam tahap
pelaksanaan, etika profesi mendorong kepatuhan terhadap standar keselamatan, kualitas, dan
keberlanjutan, sehingga potensi kegagalan proyek, pemborosan anggaran, serta risiko kecelakaan publik
dapat diminimalkan. Sementara itu, pada tahap evaluasi, etika profesional menuntut adanya keterbukaan
dan kesediaan untuk bertanggung jawab atas hasil kerja, termasuk mengakui kekurangan dan melakukan
perbaikan berkelanjutan (Handika, 2024).

Lebih jauh, internalisasi etika profesi insinyur berkontribusi pada penguatan tata kelola birokrasi
teknis yang bersih dan berintegritas (Handika, 2024). Etika menjadi instrumen pencegah praktik koruptif,
kolusi, dan konflik kepentingan yang kerap menghambat kualitas layanan publik (Maulida et al., 2025;
Saputra et al., 2023). Dalam reformasi birokrasi, insinyur yang beretika dapat berperan sebagai agen
perubahan yang mendorong profesionalisme dan budaya kerja berbasis kinerja (Spinardi, 2019). Dampak
jangka panjangnya adalah meningkatnya kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi pelayanan.
Oleh karena itu, etika profesi insinyur harus diposisikan sebagai investasi strategis dalam pembangunan
layanan publik yang responsif, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat (Widana &

Dewi, 2020).

KESIMPULAN

Etika profesi insinyur merupakan pilar penting dalam mewujudkan good governance pelayanan publik.

Kode Etik PII dan nilai integritas memberikan landasan moral yang kuat bagi insinyur dalam menjalankan
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peran strategisnya di sektor publik. Penguatan etika profesi tidak hanya meningkatkan kualitas teknis
layanan publik, tetapi juga memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan keadilan dalam penyelenggaraan
pemerintahan. Oleh karena itu, etika profesi insinyur perlu diinternalisasikan secara sistematis dalam

kebijakan, kelembagaan, dan budaya kerja pelayanan publik di Indonesia.
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